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ABSTRAK :  - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalmn penatausahaan dan penyelesaian 
barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelesaian 
barang yang dinyatakan tidak dikuasai,  barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor             
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap 
Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi 
Milik Negara; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yaitu barang yang ditimbun di TPS 
yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya, barang yang tidak 
dikeluarkan dari TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
pencabutan izin, atau barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk.  

Barang yang dikuasai negara merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau 
diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan 
pabean, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan 
Cukai, atau barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh 
pemilik yang tidak dikenal. 

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai keberatan atas penetapan barang yang dikuasai 
negara, pelelangan, penghibahan, penetapan status penggunaan, dan pemusnahan barang yang 
dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara, 
peruntukan barang yang menjadi milik negara, dan penyimpanan dan pengadministrasian 
barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi 
milik negara. 

    

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang 
Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 November 2019. 

  - Lampiran halaman 52-138. 

 


